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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

انِِّ بَ ذ ِّ كَُ اِ ت مَ كُ ِّ ب  ءِِّ رَ ِِّ آلََ يَ  أ بِّ  فَ

fa bi'ayyi âlâ'i rabbikumâ tukadzdzibân 

“Maka, nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan (wahai jin dan 

manusia)?.”  

(Q.S Ar-Rahman: 13) 
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ABSTRAK 
 

ANALISIS HUKUM PERDATA TERHADAP KLAIM ASURANSI 

KENDARAAN BERMOTOR YANG HILANG DENGAN STATUS 

KREDIT (Studi Kasus Leasing ADIRA FINANCE Cabang Kota Palembang) 

 

DHEA ANANDA ROZIE 
 

Meningkatnyaِ ketergantunganِ padaِ kendaraanِ bermotorِ diِ Indonesiaِ telahِ

menyebabkanِpeningkatanِ terkaitِklaimِasuransiِ terkaitِpencurianِdanِkerugian.ِ

Penelitianِ iniِ menyorotiِ kewajibanِ perusahaanِ asuransiِ danِ tertanggung.ِ Iniِ

membahasِ implikasiِ hukumِ dariِ klaimِ yangِ dibuatِ dalamِ keadaanِ sepertiِ itu,ِ

menekankanِpentingnyaِmemahamiِketentuanِpolisِasuransiِdanِtanggungِjawabِ

masing-masingِpihak.ِPermasalahanِyangِdikajiِdalamِpenelitianِ iniِadalah:ِ (1)ِ

Bagaimanakahِ ketentuanِ hukumِ perdataِ yangِ mengaturِ perjanjianِ leasingِ

kendaraanِ bermotorِ diِ leasingِADIRAِFinanceِ Palembang?ِ (2)ِ Bagaimanakahِ

prosedurِklaimِasuransiِkendaraanِdiِperusahaanِpembiayaanِ(ADIRAِFINANCE)ِ

dalamِ menanganiِ klaimِ asuransiِ kendaraanِ bermotorِ yangِ hilangِ saatِ statusِ

kendaraanِ masihِ dalamِ kredit?ِ Penelitianِ iniِ bertujuanِ untukِ meningkatkanِ

pemahamanِ tentangِ kompleksitasِ seputarِ klaimِ asuransiِ kendaraanِ bermotor,ِ

terutamaِ kendaraanِ yangِ masihِ berstatusِ kredit,ِ danِ untukِ mengidentifikasiِ

tantanganِ hukumِ danِ praktisِ yangِ dihadapiِ olehِ konsumen.ِ Metodeِ penelitianِ

yangِ digunakanِ dalamِ penelitianِ iniِ adalahِ metodeِ kualitatif,ِ sedangkanِ

pendekatanِ denganِ normatif-empiris,ِ mengintegrasikanِ analisisِ hukumِ denganِ

dataِempirisِyangِdikumpulkanِdariِwawancaraِdenganِpemangkuِkepentinganِdiِ

sektorِ leasingِdanِasuransi.ِHasilِPenelitianِmenunjukkanِbahwaِkontrakِantaraِ

perusahaanِ pembiayaanِ sepertiِ Adiraِ Financeِ danِ konsumenِ biasanyaِ dibuatِ

sebagaiِ perjanjianِ diِ bawahِ tangan,ِ yangِ memilikiِ kekuatanِ hukumِ selamaِ

memenuhiِ syaratِPasalِ 1320ِKUHِPerdata.ِDalam kasus kehilangan kendaraan, 

konsumen wajib melapor ke perusahaan pembiayaan dan asuransi dalam waktu 

1x24 atau 2x24 jam. Persyaratan klaim meliputi laporan polisi, Kartu Tanda 

Penduduk (KTP), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), kunci kendaraan, surat 

blokir Samsat, dan laporan pengaduan Polda. Kendala utama adalah pemenuhan 

syarat klaim, terutama jika dokumen seperti (STNK) dan kunci sudah diserahkan 

ke polisi. Klaim tidak dapat dilakukan untuk kasus penggelapan, perampasan, atau 

kelalaian konsumen. Berdasarkan penelitian tersebut disarankan kepada perusahaan 

pembiayaan sebaiknya perjanjian leasing dibuat dalam bentuk akta otentik dan 

meningkatkan transparansi dalam perjanjian kredit terutama mengenai klausul 

asuransi. Ini menekankan perlunya edukasi ke nasabah yang lebih baik mengenai 

hak dan kewajiban dalam proses klaim. 

 

Kata Kunci: KlaimِAsuransi,ِKendaraanِBermotor,ِPerjanjianِLeasing,ِStatusِِ 

 ِKredit. 
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ABSTRACT 
 

Legal Analysis Of Civil Law On Insurance Claim For Lost Motor Vehicles With 

Credit Status (Case Study Of ADIRA FINANCE Leasing Palembang Branch) 

 

DHEA ANANDA ROZIE 
 

The increasing reliance on motor vehicles in Indonesia has led to an increase in 

insurance claims related to theft and loss. This research highlights the obligations 

of insurance companies and the insured. It discusses the legal implications of claims 

made in such circumstances, emphasizing the importance of understanding the 

terms of the insurance policy and the responsibilities of each party. The problems 

studied in this study are: (1) What are the provisions of civil law that govern motor 

vehicle leasing agreements in ADIRA Finance Palembang leasing? (2) What is the 

procedure for vehicle insurance claims at finance companies (ADIRA FINANCE) 

in handling motor vehicle insurance claims that are lost while the vehicle is still in 

credit? The study aims to improve understanding of the complexities surrounding 

motor vehicle insurance claims, especially vehicles that are still on credit, and to 

identify the legal and practical challenges faced by consumers. The research 

method used in this study is a qualitative method, while the normative-empirical 

approach integrates legal analysis with empirical data collected from interviews 

with stakeholders in the leasing and insurance sector. The results of the study show 

that contracts between finance companies such as Adira Finance and consumers 

are usually made as agreements under hand, which have legal force as long as they 

meet the requirements of Article 1320 of the Civil Code. In case of loss of the 

vehicle, consumers are required to report to the financing and insurance company 

within 1x24 or 2x24 hours. Claim requirements include a police report, identity 

card (KTP), vehicle number certificate (STNK), vehicle keys, Samsat block letter, 

and a police complaint report. The main obstacle is the fulfillment of the claim 

requirements, especially if documents such as STNK and keys have been submitted 

to the police. Claims cannot be made for cases of embezzlement, expropriation, or 

consumer negligence. Based on the research, it is recommended to finance 

companies that leasing agreements should be made in the form of authentic deeds 

and increase transparency in credit agreements, especially regarding insurance 

clauses. This emphasizes the need for better education for customers about rights 

and obligations in the claims process. 

 

Keywords:  Insurance Claims, Motor Vehicles, Leasing Agreements, Credit Status. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Kendaraanِ bermotorِ diِ Indonesiaِ telahِ menjadiِ bagianِ pentingِ dalamِ

kehidupanِ masyarakat,ِ seiringِ denganِ makinِ meningkatnyaِ masyarakat,ِ makaِ

semakinِmeningkatِpulaِkebutuhanِmasyarakatِakanِkendaraanِbermotorِsebagaiِ

alatِtransportasi.ِDenganِkendaraanِbermotorِitu,ِmobilitasِpergerakanِmasyarakatِ

yangِdinamis,ِakanِdirasakanِsemakinِmembantuِ ritmeِkehidupanِmerekaِyangِ

sudahِ terbentukِ sedemikianِ rupa,ِ danِ jugaِ penggunaanِ kendaraanِ bermotorِ ituِ

dirasakanِ sangatِ signifikanِ dalamِ peningakatanِ efisiensiِ danِ produktifitasِ bagiِ

aktivitasِmasyarakat.1ِSejalanِdenganِrealitasِsosialِitu,ِsecaraِ linier terjadiِpulaِ

peningkatanِ atauِ bahkanِ lonjakanِ permintaanِ masyarakatِ akanِ kendaraanِ

bermotorِkhususnyaِdiِkota-kotaِbesarِsepertiِJakarta,ِSurabaya,ِdanِPalembang. 

Table 1 Jumlah Data Kendaraan Bermotor Sumatera Selatan 2024 

NO POLRES/TA MP BUS MB 
SPD 

MOTOR 
RANSUS TOTAL % 

1 PALEMBANG 240.133 2.171 100.475 1.293.771 819 1.637.369 
37,4

6 

2 
OGAN 

KOMERING 

ULU 
17.693 152 8.782 334.340 135 361.103 8,26 

3 
MUSI 

BANYUASIN 
22.194 202 13.474 304.652 272 340.794 7,80 

4 MUARA ENIM 27.186 514 12.792 290.361 8.838 339.696 7,77 
5 BANYUASIN 20.110 153 13.528 296.168 316 330.278 7,56 

 
1ِRosalinaِKhalisahِHayatuddin,ِAbdulِLatifِMahfuz,ِ“Aspek Perbuatan Melawan Hukum 

Dalam Penarikan Barang Jenis Kendaraan Bermotor Oleh Pihak Lessor,”ِJurnalِDarmaِAgungِ10,ِ

no.ِ1ِ(2022):ِ1–52,ِhttps://doi.org/10.21608/pshj.2022.250026. 
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6 
OGAN 

KOMERING 

ILIR 
17.474 83 114.506 145.010 231 

277.30

9 
6,34 

7 LAHAT 16.334 2.099 10.399 157.867 176 
186.88

8 
4,28 

8 PRABUMULIH 15.730 188 7.495 161.581 132 
185.13

1 
4,24 

9 OGAN ILIR 11.805 174 5.407 123.796 112 
141.29

4 
3,23 

10 MUSI RAWAS 9.873 608 28.841 98.509 199 
138.03

7 
3,16 

11 
LUBUKLINGGA

U 
15.110 59 5.646 86.426 40 

107.28

1 
2,45 

12 
OGAN 

KOMERING 

ULU TIMUR 
13.566 132 6.151 82.768 100 

102.71

7 
2,35 

13 
OGAN 

KOMERING 

ULU SELATAN 
5.021 210 3.421 66.743 56 75.452 1,73 

14 PAGAR ALAM 5.758 132 3.578 48.368 862 58.698 1,34 

15 

PENUKAL 

ABAB 

LEMATANG 

ILIR 

5.227 24 3.153 37.256 45 45.705 1,05 

16 
EMPAT 

LAWANG 
2.548 221 6.177 20.481 291 29.719 0,68 

17 
MUSI RAWAS 

UTARA 
3.529 25 2.276 4.083 71 9.984 0,23 

18 (TAK DIISI) 219 5 211 3.199 0 3.634 0,08 

 TOTAL 449.658 7.148 346.382 3.557.186 12.708 
4.373.1

23 
 

Sumber:http://rc.korlantas.polri.go.id:8900/eri2017/laprekappolres.php?kdpolda=32&poldanya=S

UMATERA%20SELATAN  

Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa jumlah kendaraan bermotor di 

Sumatera Selatan khususnya Cabang Kota Palembang menunjukkan tingkatِ

padatnyaِ penggunaanِ kendaraanِ sepedaِ motor, seiring dengan pertumbuhan 

industri otomotif laju pertumbuhan kendaraan bermotor semakin banyak peminat 

di pasar otomotif di Indonesia.2 

 
2ِAndiِ Prayogaِ etِ al.,ِ “Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Kehilangan Kendaraan 

Bermotor Pada Masa Kredit (Studi Kasus Di PT. Capella Dinamik Nusantara Kabupaten Kampar) 

Ratna Riyanti,”ِ Jurnalِ Pustakaِ Cendekiaِ Hukumِ Danِ Ilmuِ Sosialِ 1,ِ no.ِ 1ِ (2023):ِ 41–60,ِ

 

http://rc.korlantas.polri.go.id:8900/eri2017/laprekappolres.php?kdpolda=32&poldanya=SUMATERA%20SELATAN
http://rc.korlantas.polri.go.id:8900/eri2017/laprekappolres.php?kdpolda=32&poldanya=SUMATERA%20SELATAN


3 

 

 
 

Penambahanِ kendaraanِ bermotorِ telahِ memicuِ berbagaiِ masalahِ diِ

beberapaِ daerah.ِ Kemacetan,ِ kecelakaan,ِ danِ pencurianِ kendaraanِ bermotorِ

menjadiِ halِ yangِ seringِ dialamiِ masyarakatِ Indonesiaِ terutamaِ diِ kota-kotaِ

besarnya.ِ Pencurianِ kendaraanِ bermotorِ diِ Indonesiaِ telahِ menjadiِ masalahِ

kriminologiِ yangِbesarِ seiringِ denganِmeningkatnyaِ jumlahِkendaraanِ diِ jalanِ

raya.ِ 

Faktorِ utamaِ penyebabِ terjadinyaِ pencurianِ iniِ adalahِ pesatnyaِ

perkembanganِ kendaraan,ِ buruknyaِ sistemِ keamananِ diِ tempatِ parkir,ِ danِ

rendahnyaِkesadaranِmasyarakatِterhadapِkeselamatanِkendaraan.ِBanyakِpemilikِ

motorِyangِtidakِmenggunakanِperangkatِkeamananِlain,ِsepertiِalarmِatauِsistemِ

pelacakanِ GPS,ِ sehinggaِ kendaraannyaِ menjadiِ sasaranِ empukِ paraِ penjahat.ِ

Pencuriِseringِkaliِmenggunakanِ taktikِyangِcanggihِdanِ terorganisir,ِ termasukِ

penggunaanِkunciِpalsuِatauِalatِkhususِuntukِmembukaِkunciِkendaraanِdenganِ

cepat.ِDampakِpencurianِkendaraanِbermotorِcukupِbesar,ِtidakِhanyaِberdampakِ

padaِpemilikِkendaraanِyangِharusِmenanggungِkerugianِfinansial,ِnamunِ jugaِ

sektorِperekonomianِdanِindustriِasuransi.ِPremiِasuransiِterkaitِpencurianِdapatِ

menyebabkanِpeningkatanِbiayaِasuransiِyangِpadaِakhirnyaِmembebaniِpemilikِ

kendaraanِ lain.ِSelainِ itu,ِ rasaِ tidakِamanِ iniِ jugaِberdampakِpadaِpergerakanِ

masyarakatِdanِmenggangguِaktivitasِsehari-hari. 

Sebagaiِsaranaِmoneterِuntukِmengelolaِrisikoِpalingِmendasarِyangِdapatِ

munculِdalamِkeberadaanِmanusia,ِmasyarakatِsebenarnyaِmembutuhkanِadanyaِ

 
https://repository.universitaspahlawan.ac.id/2263/1/Penyelesaianِ Sengketaِ Klaimِ Asuransiِ

Kehilangan.pdf. 
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layananِ perlindungan.ِ Bahayaِ iniِ menggabungkanِ baikِ yangِ biasa,ِ misalnya,ِ

kemungkinanِ kematianِ jiwaِ seseorang,ِ danِ bahayaِ kehilanganِ asetِ seseorangِ

karenaِhal-halِyangِtidakِdapatِdiubahِsejauhِyangِmungkinِdiperhatikan,ِsepertiِ

malapetaka,ِ bencana,ِ danِ lainnya.ِSetiapِ bagianِ dariِ kehidupanِmanusiaِ penuhِ

denganِkesempatanِkarenaِsulitِuntukِmenebakِapaِyangِakanِsegeraِterjadi.3 

Padaِ dasarnyaِ setiapِ manusiaِ sudahِmenyadariِ bahwaِ dalamِmenjalaniِ

kehidupanyaِ selaluِ adaِ keterbatasanِ dalamِ mencapaiِ suatuِ perlindunganِ baikِ

untukِ jiwaِ ataupunِ hartaِ benda.ِ Melihatِ permasalahanِ yangِ timbulِ denganِ

demikian,ِmanusiaِberusahaِuntukِdapatِmemindahkanِrisikoِyangِakanِmungkinِ

terjadiِdalamِhidupnya.4ِKetidakpastianِdanِrisikoِituِhampirِselaluِmelekatِdalamِ

kehidupanِ manusia,ِ makaِ kitaِ harusِ mengelolahnyaِ denganِ sebaik-baiknyaِ

melaluiِsuatuِcaraِatauِteknik-teknikِtertentuِagarِdampakِyangِditimbulkanِtidakِ

berpengaruhِ terhadapِ kegiatanِmanusia.ِ Salahِ satuِ caraِ untukِmengatasiِ risikoِ

tersebutِadalahِdenganِcaraِmengalihkanِrisikoِ(transfer of risk)ِkepadaِpihakِlain.ِ

Asuransiِadalahِsalahِsatuِbentukِpengendalianِrisikoِyangِdilakukanِdenganِcaraِ

mengalihkan/transferِ risikoِ dariِ satuِ pihakِ keِ pihakِ lainِ dalamِ halِ iniِ adalahِ

Perusahaanِasuransi. 

Hubunganِasuransiِdanِrisikoِadalahِhubunganِyangِeratِdanِmengikatِsatuِ

samaِ lain.ِNamunِ hubunganِ yangِ eratِ tersebut,ِ tetapِmemilikiِ sebuahِ batasan-

 
3ِ Reibyronِ Nazurullahِ andِ Emmyِ Latifah,ِ “Simulasi Premi Restorno Pada Hukum 

Asuransi Indonesia,”ِ Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomiِ 11,ِ no.ِ 2ِ (2023):ِ 260,ِ

https://doi.org/10.20961/hpe.v11i2.66673. 
4ِLailatiِAlifah,ِSetotِP.ِSugito,ِandِYennyِEtaِWidyati,ِ “Penyelesaian Sengketa Klaim 

Asuransi Kehilangan Kendaraan Bermotor Pada PT. Raksa Pratikara Berdasarkan Kontrak Dan 

Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK),”ِKumpulanِJurnalِMahasiswaِFakultasِ

Hukumِ UBِ 1,ِ no.ِ 1ِ (2015):ِ 3,ِ

https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/939. 
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batasanِyangِtelahِdiaturِdalamِKitabِUndang-UndangِHukumِDagangِ(KUHD)ِ

Pasalِ 246,ِ yangِberbunyiِ "Asuransiِ atauِ pertanggunganِ adalahِ suatuِ perjanjianِ

denganِmanaِseorangِpenanggungِmengikatkanِdiriِkepadaِseorangِtertanggung,ِ

denganِ menerimaِ suatuِ premi,ِ untukِ penggantianِ kepadanyaِ karenaِ suatuِ

kerugian,ِkerusakanِatauِkehilanganِkeuntunganِyangِdiharapkanِyangِmungkinِ

akanِdideritanyaِkarenaِ suatuِperistiwaِyangِ tidakِ tentu.”ِDalamِpasalِ tersebutِ

menjelaskanِbahwaِkeduaِbelahِpihakِ salingِmemlikiِ hakِdanِkewajiban.ِYangِ

manaِtertanggungِyangِberpotensiِmemilikiِrisikoِdanِpenanggungِsebagaiِpihakِ

yangِmenerima rِisikoِdariِpihakِpertamaِdenganِmenerimaِsuatuِpembayaranِyangِ

disebutِpremi.5 

Asuransiِ diِ Indonesiaِ diaturِ dalamِ berbagaiِ peraturan,ِ termasukِ

KUHPerdata,ِ KUHD,ِ undang-undangِ Nomorِ 40ِ Tahunِ 2014ِ tentangِ

perasuransian,ِ sertaِ peraturanِ Otoritasِ Jasaِ Keuanganِ (OJK)ِ terkaitِ hukumِ

asuransi.ِKUHPerdataِmengaturِِِtentangِِِpersetujuanِِِuntung-untunganِdalamِ

BabِIV,ِsedangkanِKUHDِmengaturِberbagaiِjenisِpertanggungan,ِsepertiِasuransiِ

kebakaran,ِhasilِpertanian,ِjiwa,ِsertaِpengangkutan.ِMeskipunِPasalِ247ِKUHDِ

menyebutkanِbeberapaِjenisِasuransi,ِdalamِpraktiknyaِjumlahِjenisِasuransiِyangِ

tersediaِjauhِlebihِbanyak.ِِPasalِtersebutِtidakِmembatasiِmunculnyaِjenis-jenisِ

pertanggunganِlainِyangِsesuaiِdenganِkebutuhanِmasyarakat,ِsehinggaِparaِpihakِ

dapatِmenyesuaikanِkontrakِasuransiِsesuaiِdenganِkebutuhanِmereka.6 

 
5ِJunaidiِGanie,ِHukum Asuransi Indonesia,ِed.ِTarmizi,ِ1stِed.ِ(Jakarta:ِSinarِGrafika,ِ

2023):ِhal.ِ67,ِhttps://books.google.co.id/books?id=qWGpEAAAQBAJ. 
6ِ Niِ Ketutِ Supastiِ Dharmawanِ andِ Wayanِ Wiryawan,ِ “Keberadaan Dan Implikasi 

Prinsip,”ِ Magisterِ Hukumِ Udayanaِ 6,ِ no.ِ 2ِ (2014):ِ 259–74,ِ

https://media.neliti.com/media/publications/44117-ID-keberadaan-dan-implikasi-prinsip-mfn-dan-

nt-dalam-pengaturan-hak-kekayaan-intele.pdf. 
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Selainِ asuransiِ sebagaiِ bentukِ pengendalianِ risikoِ (secaraِ finansial),ِ

asuransiِ jugaِmemilikiِ berbagaiِmanfaatِ yangِ diklasifikasikanِ keِ dalamِ fungsiِ

utama, fِungsi sِekunder,ِdan fِungsi tِambahan.ِFungsiِutamaِasuransiِadalah sِebagaiِ

pengalihanِrisiko,ِpengumpulanِdanaِdanِpremiِyangِseimbang.ِFungsiِsekunderِ

asuransiِ adalahِ untukِ merangsangِ pertumbuhanِ usaha,ِ mencegahِ kerugian,ِ

pengendalianِ kerugian,ِ memilikiِ manfaatِ sosialِ danِ sebagaiِ tabungan.ِ Fungsiِ

tambahanِ asuransiِ adalahِ sebagaiِ investasiِ danaِ danِ pendapatanِ (invisible 

earnings).7ِDenganِdemikian,ِasuransiِkendaraanِbermotorِdi Iِndonesiaِmemegangِ

peranِ pentingِ dalamِ melindungiِ asetِ sertaِ memberikanِ jaminanِ perlindunganِ

terhadapِrisikoِyangِmungkinِterjadi.ِMasyarakatِsemakinِmenyadariِpentingnyaِ

memilikiِ asuransiِ sebagaiِ bagianِ dariِ manajemenِ risikoِ untukِ menghadapiِ

berbagaiِtantanganِdiِjalanِraya.ِDalamِindustriِpembiayaanِkendaraanِbermotor,ِ

leasingِ atauِ perusahaanِ pembiayaanِ berperanِ pentingِ dalamِ memfasilitasiِ

kepemilikanِkendaraanِmelaluiِskemaِkredit.ِSalahِsatuِperusahaanِleasingِyangِ

banyakِberoperasiِdiِIndonesiaِadalahِADIRAِFinance.ِPTِAdiraِDinamikaِMultiِ

FinanceِTbkِatauِAdiraِFinanceِdidirikanِpadaِtahunِ1990ِdanِmulaiِberoperasiِ

padaِ tahunِ 1991.ِ Adiraِ Financeِ merupakanِ perusahaanِ yangِ bergerakِ dalamِ

bidangِpenyediaanِpembiayaanِkonsumen,ِsepertiِkendaraanِmotorِbaruِmaupunِ

bekasِdiِCabangِKotaِPalembang,ِleasingِkendaraanِbermotorِmenjadiِsolusiِbagiِ

masyarakatِ yangِ inginِ memilikiِ kendaraanِ denganِ caraِ kredit.ِ Namun,ِ ketikaِ

terjadiِ risikoِ sepertiِ kehilanganِ kendaraan,ِ prosesِ klaimِ asuransiِ seringِ kaliِ

 
7ِ Tِ Rastutiِ andِ Pِ Yustisia,ِ Aspek Hukum Perjanjian Asuransi,ِ 1stِ ed.ِ (Yogyakarta:ِ

MediaPressindo,ِ2016):ِhal.12,ِhttps://books.google.co.id/books?id=JA4gEAAAQBAJ. 
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menjadiِ masalahِ yangِ rumit,ِ terutamaِ jikaِ kendaraanِ tersebutِ masihِ berstatusِ

kredit. 

Permasalahanِ utamaِ yangِ seringِ munculِ dalamِ konteksِ leasingِ adalahِ

prosesِklaimِasuransiِkendaraanِbermotorِyangِhilangِketikaِkendaraanِ tersebutِ

belumِlunas.ِKendaraanِyangِmasihِberstatusِkreditِpadaِprinsipnyaِmerupakanِ

asetِ dariِ perusahaanِ leasingِ hinggaِ pembayaranِ kreditِ selesai.ِ Halِ iniِ

memunculkanِpotensiِsengketaِhukumِterkaitِpihakِmanaِyangِberhakِatasِklaimِ

asuransiِapakahِkonsumenِ(debitor)ِatauِperusahaanِleasingِsebagaiِpemilikِsahِ

kendaraanِmenurutِperjanjianِkredit. 

Berbagiِ faktaِ hukumِ menyelidikiِ bahwaِ banyaknyaِ kasusِ pencurianِ

kendaraanِbermotorِyangِ tidakِhanyaِberdampakِpadaِpemilikِkendaraanِ tetapiِ

juga jِugaِberdampakِkepadaِpenanggungِbiayaِasuransiِyangِsecara tِidak lِangsungِ

akanِberdampakِkepadaِpemilikِkendaraanِlainِyangِharusِikutِmenanggungِbiayaِ

kerugianِatasِklaimِasuransiِtersebutِsatuِdiِantaranyaِadalahِkasusِyangِdiِalamiِ

bapakِAhmadِRizalِyangِkehilanganِkendaraanِbermotorِsaatِparkirِdiِhalamanِ

terbukaِ denganِ kondisiِ kunciِ kontakِmenggantung/menempel/beradaِ diِ sepedaِ

motor tِersebut.ِSaatِhendakِmengklaimِasuransiِkehilanganِTotal Loss Onlyِ(TLO)ِ

klaimِ yangِ diajukanِ tertanggungِ ditolakِ karenaِ dianggapِ melakukanِ

penyimpanganِ dalamِ Polisِ Standardِ Asuransiِ Kendaraanِ Bermotorِ Indonesiaِ

(PSAKBI).ِFenomenaِtersebutِmenimbulkanِberbagaiِpersoalanِhukum,ِterutamaِ

dalamِperspektifِhukumِperdata.ِPadaِdasarnya,ِdalamِperjanjianِkreditِ denganِ

perusahaanِ leasing,ِ terdapatِklausulِasuransiِyangِmengaturِpembagianِhakِdanِ

kewajibanِ antaraِ keduaِ belahِ pihak.ِ Salahِ satuِ isuِ pentingِ adalahِ bagaimanaِ
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penafsiranِ terhadapِ klausulِ asuransiِ dalamِ perjanjianِ leasingِ ketikaِ terjadiِ

kehilanganِ kendaraan,ِ khususnyaِ terkaitِ siapaِ yangِ memilikiِ hakِ untukِ

mengajukanِ klaimِ sertaِ bagaimanaِ distribusiِ uangِ pertanggunganِ jikaِ klaimِ

asuransiِdisetujui. 

StudiِkasusِpadaِADIRAِFinanceِdiِCabangِKotaِPalembangِmenunjukkanِ

bahwaِ dalamِ beberapaِ kejadian,ِ konsumenِ mengalamiِ kesulitanِ dalamِ prosesِ

klaimِ asuransiِ akibatِ kurangnyaِ pemahamanِ terhadapِ perjanjianِ kredit,ِ sertaِ

ketidakِ jelasanِ mengenaiِ hakِ danِ kewajibanِ antaraِ perusahaanِ leasingِ danِ

konsumen.ِPentingnyaِtransparansiِdalamِperjanjianِkredit,ِterutamaِpadaِklausul-

klausul tِerkaitِasuransi,ِagar tِidakِmenimbulkanِpotensiِsengketaِdiِkemudianِhari. 

Pentingnyaِ penelitianِ iniِ untukِ membantuِ pihak-pihakِ terkait,ِ terutamaِ

konsumen,ِdalamِmemahamiِhakِdanِkewajibannyaِpadaِsaatِmenghadapiِmasalahِ

klaimِ asuransiِ kendaraanِ bermotorِ yangِ hilangِ denganِ statusِ kredit,ِ danِ

menambahِ pemahamanِ mengenaiِ hubunganِ hukumِ antaraِ pihak-pihakِ yangِ

terlibatِ(Konsumen,ِPerusahaan lِeasing, danِPerusahaanِasuransi)ِdalamِperjanjianِ

leasingِdariِprespektifِhukumِperdata.ِ 

Denganِ demikian,ِ kajianِ iniِ bertujuanِ untukِ menganalisisِ bagaimanaِ

hukumِ perdataِ mengaturِ hakِ danِ kewajibanِ paraِ pihakِ dalamِ klaimِ asuransiِ

kendaraanِbermotorِyangِhilangِdenganِstatusِkredit.ِDalamِkajianِhukumِperdata,ِ

isuِ terkaitِ klaimِ asuransiِ kendaraanِ bermotorِ yangِ hilangِ denganِ statusِ kreditِ

masihِ merupakanِ topikِ yangِ kurangِ mendapatkanِ perhatian.ِ Meskipunِ telahِ

banyakِpenelitianِyangِmembahasِtentangِasuransiِdanِperjanjianِleasing,ِnamunِ

analisisِ mendalamِ mengenaiِ dinamikaِ antaraِ leasing,ِ pemilikِ kendaraan,ِ danِ
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perusahaanِasuransiِdalamِkonteksِklaimِasuransiِkendaraanِyangِhilangِmasihِ

jarangِdibahas.ِPenelitianِiniِberusahaِuntukِmengisiِkekosonganِtersebutِdenganِ

fokusِpadaِstudiِkasusِdiِADIRAِFinance,ِCabangِKotaِPalembang.ِ 

Pertama,ِ literaturِ yangِ adaِ seringِ kaliِ membahasِ asuransiِ kendaraanِ

bermotorِsecaraِumumِtanpaِmengaitkanِdenganِstatusِkredit.ِBanyakِpenelitianِ

menekankanِpadaِmekanismeِdasarِasuransi,ِtetapiِtidakِmengeksplorasiِimplikasiِ

hukumِspesifikِketikaِkendaraanِtersebutِdalamِstatusِkredit.8ِHalِiniِmenciptakanِ

celahِdalamِpemahamanِtentangِbagaimanaِstatusِkepemilikanِyangِbelumِlunasِ

dapatِ mempengaruhiِ hakِ danِ kewajibanِ masing-masingِ pihakِ dalamِ klaimِ

asuransi. 

Kedua,ِfokusِpenelitianِiniِjugaِakanِmencakupِanalisisِterhadapِklausul-

klausulِdalamِperjanjianِkreditِleasingِyangِberkaitanِdenganِasuransi.ِMeskipunِ

adaِ regulasiِ yangِ mengatur,ِ implementasiِ danِ pemahamanِ terhadapِ klausulِ

tersebutِ seringِ kaliِ tidakِ jelasِ bagiِ konsumen.ِDenganِ demikian,ِ penelitianِ iniِ

diharapkanِ dapatِ memberikanِ kontribusiِ terhadapِ pemahamanِ yangِ lebihِ baikِ

mengenaiِ pengaturanِ hukumِ dalamِ konteksِ klaimِ asuransiِ yangِ melibatkanِ

kendaraanِbermotorِyangِmasihِdalamِstatusِkredit. 

Secaraِkeseluruhan,ِcelahِpenelitianِiniِmenunjukkanِperlunyaِkajianِyangِ

lebihِ terperinciِmengenaiِaspekِhukumِperdataِ terkaitِklaimِasuransiِkendaraanِ

bermotorِyangِhilang,ِkhususnyaِdalamِkonteksِleasingِdiِIndonesia.ِSehubunganِ

denganِ apaِ yangِ telahِ diuraikanِ diatas,ِ Penulisِ terinspiransiِ untukِ membahasِ

 
8ِIwanِSuharso,ِAsuransi Kendaraan Bermotor: Teori Dan Praktik Di Indonesiaِ(Jakarta:ِ

RajawaliِPers,ِ2020):ِhal.ِ29. 
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mengenaiِ prosesِ klaimِ asuransiِ sehinggaِ ditulislahِ skripsiِ yangِ berjudulِ

“ANALISIS HUKUM PERDATA TERHADAP KLAIM ASURANSI 

KENDARAAN BERMOTOR YANG HILANG DENGAN STATUS KREDIT” 

(Studi Kasus Leasing ADIRA FINANCE Cabang Kota Palembang)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkanِ latarِbelakangِmasalahِdiِatas,ِdanِuntukِmemperjelasِarahِ

penelitian,ِmakaِpenulisِdapatِpokokِpermasalahanِyaitu: 

1.ِ Bagaimanakahِ ketentuanِ hukumِ perdataِ yangِ mengaturِ perjanjianِ

leasingِkendaraanِbermotorِdiِleasingِADIRAِFinanceِPalembang? 

2.ِ Bagaimanakahِ prosedurِ klaimِ asuransiِ kendaraanِ diِ perusahaanِ

pembiayaanِ (ADIRAِ FINANCE)ِ dalamِ menanganiِ klaimِ asuransiِ

kendaraanِbermotorِyangِhilangِsaatِstatusِkendaraanِmasihِdalamِkredit? 

 

C. Ruang Lingkup  

Sejalanِdenganِobjekِyangِditelitiِdanِuntukِmembatasiِpermasalahanِyangِ

akanِdibahas,ِmakaِruangِlingkupِpenelitianِiniِdititikِberatkanِpadaِpengkajianِ

KetentuanِHukumِPerdataِyangِMengaturِPerjanjianِLeasing KendaraanِBermotor,ِ

Danِ Prosedurِ KlaimِAsuransiِ Kendaraanِ Bermotorِ diِ Perusahaanِ Pembiayaanِ

(ADIRAِFINANCE),ِGunaِDiharapkanِKedepannyaِDapatِMemberikanِManfaatِ

diِDalamِPerkembanganِDuniaِLeasingِKhususnyaِDalamِHukumِKeperdataan. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapunِyangِmenjadi tِujuanِdalamِpenelitian iِniِadalahِuntukِmenganalisisِ

danِmenjelaskanِsebagaiِberikut: 

a. Ketentuanِ hukumِ perdataِ yangِ mengaturِ perjanjianِ leasingِ kendaraanِ

bermotorِdiِleasingِADIRAِFinanceِPalembang. 

b. Prosedurِ klaimِ asuransiِ kendaraanِ diِ perusahaanِ pembiayaanِ (ADIRAِ

FINANCE)ِ dalamِ menanganiِ klaimِ asuransiِ kendaraanِ bermotorِ yangِ

hilangِsaatِstatusِkendaraanِmasihِdalamِkredit. 

2. Manfaat Penelitian  

 Hasilِdariِpenelitianِiniِmempunyaiِduaِmanfaatِyaitu: 

a. ManfaatِTeoritis 

1) Memberikanِ kontribusiِ terhadapِ Pembangunanِ literaturِ hukumِ perdata,ِ

khususnyaِdalamِkonteksِklaimِasuransiِterkaitِkendaraanِbermotorِyangِ

masihِdalamِstatusِkreditِdanِMenambahِpemahamanِmengenaiِhubunganِ

hukumِ antaraِ pihak-pihakِ yangِ terlibatِ dalamِ perjanjianِ leasing 

(konsumen,ِPerusahaanِ leasing,ِdanِPerusahaanِasuransi)ِdariِprespektifِ

hukumِperdata. 

2) Menjadiِ referensiِ bagiِ penelitianِ akademisِ selanjutnyaِ yangِ membahasِ

aspekِlegalِterkaitِasuransiِdanِpembiayaanِkendaraanِbermotor. 

b. ManfaatِPraktis 

1) Memberikanِ panduanِ bagiِ konsumenِ yangِ menghadapiِ masalahِ klaimِ

asuransiِ kendaraanِ bermotorِ yangِ hilangِ denganِ statusِ kredit,ِ sehinggaِ

merekaِdapatِmemahamiِhakِdanِkewajibannya. 
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2) Menyediakanِ informasiِ yangِ bergunaِ bagiِ Perusahaan leasing dalamِ

Menyusunِperjanjianِkreditِdanِasuransiِyangِlebihِjelasِdanِmelindungiِ

kepentinganِ pihak-pihakِ yangِ terlibat.ِ Membantuِ Perusahaanِ asuransiِ

dalamِmenyusunِkebijakanِyangِlebihِtransparanِterkaitِpengolahanِklaimِ

atasِ kendaraanِ bermotorِ yangِ hilang,ِ terutamaِ dalamِ kasusِ yangِ

melibatkanِpihak leasing. 

 

E. Kerangka Konseptual 

Memahamiِdanِmemperjelasِuraianِsertaِbahasanِsertaِkandunganِjudulِiniِ

terhadapِruangِlingkupِpenelitian,ِmakaِdiperlukanِpenjelasanِdanِpengertianِkata,ِ

beberapaِyang ِ harusِdiuraikanِyaitu: 

 1. Hukum Perdata, Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan 

antar perseorangan yang memiliki karakter mengatur dengan tujuan melindungi 

kepentingan individu (individual interest).9 Landasan hukum yang digunakan 

dalam analisis ini adalah hukum perdata yang mengatur perjanjian kredit, asuransi, 

serta hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait klaim. Analisis juga akan 

mencakup peraturan lain yang relevan, termasuk yang dikeluarkan oleh OJK 

(Otoritas Jasa Keuangan). 

 2. Klaim Asuransi, adalah proses permintaan pemegang polis kepada 

perusahaan asuransi untuk mendapatkan kompensasi atau pembayaran atas 

kerugian yang dijamin oleh polis asuransi. Klaim diajukan ketika terjadi peristiwa 

 
9ِTitikِTriwulanِTutik,ِHukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional,ِed.ِYahman,ِ1stِ

ed.ِ(Jakarta:ِPrenadamediaِGroup,ِ2015):ِhal.10. 
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yang termasuk dalam risiko yang telah disepakati dalam polis. Penelitian ini akan 

mengkaji proses klaim asuransi atas kendaraan yang hilang ketikan kendaraan 

masih dalam status kredit. Fokus utama adalah bagaimana prosedur klaim 

dilakukan dan apa kendala yang dihadapi oleh pihak-pihak terkait, khususnya 

dalam prespektif hukum perdata.10 

3. Kendaraan Bermotor, Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang 

digerakkan oleh mesin atau peralatan mekanik, dan tidak berjalan di atas rel. 

Kendaraan bermotor juga dikenal sebagai kendaraan otomotif, mobil, atau 

kendaraan jalan raya. 

Pada kasus ini kendaraan bermotor masih berada dalam status kredit, di mana hak 

milik kendaraan belum sepenuhnya berpindah ke tangan konsumen sampai kredit 

lunas.11 

 4. Hilangnya Kendaraan Bermotor, Penelitian ini akan mengkaji proses 

klaim asuransi atas kendaraan yang hilang ketika kendaraan masih dalam status 

kredit. Fokus utama adalah bagaimana prosedur klaim dilakukan dan apa kendala 

yang dihadapi oleh pihak-pihak terkait, khususnya dalam prespektif hukum 

perdata.12 

 
10ِTantiِAlfarezaِHerdianti,ِMuhamadِAbas,ِandِZarisnovِArafat,ِ“Perlindungan Hukum 

Terhadap Konsumen Mengenai Klaim Asuransi Atas Barang Yang Hilang Dihubungkan Dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 

9/Pdt.G.S/2019/PN SDA),”ِ Justisi:ِ Jurnalِ Ilmuِ Hukumِ 8,ِ no.ِ 1ِ (2023):ِ 62–81,ِ

https://doi.org/10.36805/jjih.v8i1.4878. 
11ِZanuarِMuhammadِPrasetyoِandِDkk,ِ“Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Dengan 

Fasilitas Pembiayaan Multiguna Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak,”ِJurnalِHukumِDanِHakِ

AsasiِManusiaِ4,ِno.ِ23ِ(2020):ِ301–16,ِhttps://doi.org/10.15797/concom.2019..23.009. 
12ِTantiِAlfarezaِHerdianti,ِMuhamadِAbas,ِandِZarisnovِArafat,ِ“Perlindungan Hukum 

Terhadap Konsumen Mengenai Klaim Asuransi Atas Barang Yang Hilang Dihubungkan Dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 

9/Pdt.G.S/2019/PN SDA).”ِ Justisi:ِ Jurnalِ Ilmuِ Hukumِ 8,ِ no.ِ 1ِ (2023):ِ 62-81,ِ

https://doi.org/10.36805/jjih.v8il.4878. 
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 5. Status Kredit, Status kredit adalah klasifikasi yang menunjukkan rekam 

jejak keuangan seseorang dalam membayar angsuran kredit dan kemungkinan dana 

yang ditanamkan dapat dikembalikan. Status kredit ini disebut juga sebagai 

kolektibilitas kredit, yang dihitung berdasarkan ketepatan waktu pembayaran 

tagihan dan jumlah hari tunggakan. Hubungan perjanjian kredit diatur dalam 

perjanjian leasing antara pihak konsumen dan perjanjian leasing (Adira Finance).13 

 

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan 

Berdasarkan penjelasan diatas untuk mendukung materi, maka penulis 

membandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya, berikut adalah penelitian 

sebelumnya yang membahas mengenai Analisis Hukum Perdata terhadap Klaim 

Asuransi Kendaraan Bermotor yang Hilang dengan Status Kredit. 

1. Karya Ilmiah ini dilakukan oleh Alifia Regitha Cahyani Sayye “Analisisِ

Hukum Klaim Asuransi Atas Objek Jaminan Kredit Perbankan (Studi Kasus 

Bank Bri Pare-Pare)”, Universitas Bosowa, Kota Makassar tahun 2022. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan 

pihak-pihak terkait. Fokus penelitian ini membahas tentang pelaksanaan 

pembayaran klaim asuransi atas objek yang menjadi jaminan kredit, 

2. Penelitian dalam bentuk jurnal ini ditulis oleh Agus Fauzi, dkk 

“PerlindunganِHukum Bagi Perusahaan Asuransi Dalam Perjanjian Leasing 

 
13ِ Wintaِ Hayati,ِ “Surat Kuasa Pengalihan Kredit Pelunasan Leasing Kepemilikan 

Kendaraan Roda Empat Dalam Perjanjian Leasing,”ِJurnal Ilmiah MetadataِVIII,ِno.ِIِ(2023):ِ1–

19,ِhttps://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/383/405. 
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Terhadap Debitor TertanggungِyangِMengalamiِGagalِBayar”,ِUniversitas 

Islam Negeri Bung Karno, Kota Jakarta tahun 2023 Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). 

Fokus penelitian ini berpusat pada putusan PN Medan yaitu tentang gugatan 

klaim asuransi dari Almen Purba terhadap PT. Asuransi Umum Mega agar 

dapat diketahui apakah para hakim yang memutuskan perkara tersebut 

memahami atau tidak prinsip-prinsip asuransi dalam perjanjian. 

3. Penelitian dalam bentuk skripsi ini dilakukan oleh Erika Wulandari 

“PenyelesaianِKlaimِAsuransiِ Terhadapِ TertanggungِYangِHabisِMasaِ

Berlaku Sim-Nyaِ (Studiِ Kasusِ Ptِ Asuransiِ SinarِMasِ Cabangِ Lahat)”, 

Universitas Sriwijaya, Cabang Kota Palembang tahun 2023. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan. Fokus 

penelitian ini terletak pada penyelesaian klaim asuransi dalam hal 

tertanggung habis masa berlaku SIM-nya di PT ASURANSI SINAR MAS 

Cabang Lahat. 

4. PenelitianِdalamِbentukِskripsiِiniِdilakukanِolehِAsyrafِRizkiِ“Analisis 

Putusan Hakim Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh pada Penolakan 

Klaim PT. Asuransi Takaful Terhadap Kehilangan Kendaraan (Putusan 

Nomorِ 0177/Pdt.G/2016/MSِ Bna”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 

Darussalam, Kota Banda Aceh tahun 2024. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian yuridisformal. Metode pengumpulan data yang 
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digunakan adalah dokumentasi. Fokus penelitian ini terletak pada 

pertimbangan hakim pada putusan perkara gugatan penolakan klaim 

asuransi yang diajukan klien dan tinjauan akad kafalah terhadap putusan 

tersebut. 

 Hasil temuan pada penelitian terdahulu diatas terdapat perbedaan pada 

penelitian yang ditulis oleh penulis karena dari penelitian sebelumnya lebih 

terfokus tentang pembahasan proses pembayaran klaim asuransi dan perlindungan 

konsumen dengan perusahaan asuransi. Sedangkan dalam penelitian yang akan 

penulis lakukan ini mengkaji bagaimana prosedur pihak leasing selaku perantara 

pelaksana klaim asuransi terhadap kendaraan bermotor yang hilang dengan status 

kredit dan ketentuan hukum perdata yang mengatur perjanjian leasing sehingga 

timbulnya akibat hukum dalam proses penolakan klaim asuransi yang di cantumkan 

di akad perjanjian kredit oleh konsumen dan pihak leasing yang telah disepakati 

sejak awal. 

 

G. Metode Penelitian 

Sejalanِ denganِ judulِ danِ ruangِ lingkupِ penelitianِ makaِ metodeِ yangِ

digunakanِ dalamِ penelitianِ iniِ adalahِ penelitianِ hukumِ normatif-empirisِ yaituِ

penelitianِhukumِyangِmenggunakanِdataِsekunderِ(normatif)ِdanِditambahِlagiِ

denganِdataِprimerِ(empiris)ِgunaِmelengkapiِdataِyangِada. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris, yaitu 

penelitian yang menggabungkan analisis hukum normatif yang didukung 
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dengan kajian empiris dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dalam 

konteks ini, penelitian tidak hanya akan menganalisis peraturan perundang-

undangan yang mengatur asuransi dan leasing, tetapi juga akan mengkaji 

bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik oleh perusahaan 

leasing, perusahaan asuransi, dan konsumen.14 

Penelitian normatif, penelitian akan mengkaji berbagai peraturan 

terkait asuransi kendaraan bermotor dari KUH Perdata, serta ketentuan 

hukum lainnya yang berlaku di Indonesia. Penelitian empiris, untuk 

melengkapi analisis normatif, penelitian ini akan mengumpulkan data 

empiris melalui wawancara dengan pihak terkait (leasing).15 

Penelitian ini akan berfokus pada dua aspek utama; Pertama, aspek 

hukum normatif yang berkaitan dengan peraturan dan ketentuan perundang-

undangan yang mengatur klaim asuransi kendaraan bermotor yang hilang, 

terutama dalam status kredit. Kedua, aspek hukum empiris yang melibatkan 

studi kasus pada leasing ADIRA Finance di Cabang Kota Palembang, 

mencakup: 

a. Bagaimana Proses klaim asuransi dilakukan oleh konsumen dan 

leasing Ketika kendaraan bermotor hilang dalam masa kredit.  

b. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses klaim, serta 

faktor-faktor yang menyebabkan klaim ditolak atau diterima. 

 
14ِ Abdulkadirِ Muhammad,ِ “Hukum Dan Penelitian Hukum”ِ 8,ِ no.ِ 1ِ (2014):ِ 134,ِ

https://pdfs.semanticscholar.org/4139/542e9294c9fb5d0e9ed0644b8abec8da6aed.pdf. 
15ِJonaediِEfendiِandِJohnnyِIbrahim,ِMetode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris,ِ

(PrenadaِMedia,ِ2018):ِhal.1-20,ِhttps://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ. 
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 2. Sumber Data 

Data Primer (Empiris): Data primer adalah jenis data yang 

dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber utama melalui wawancara 

kepada Bapak Amal Setiawan selaku Area Loan Recovery Manager dan 

Bapak Achmad Sanrego selaku Recovery Officer PT Adira Finance sebagai 

perantara proses klaim asuransi kendaraan bermotor yang hilang.16  

Data Sekunder (Normatif): data yang sudah ada dan tersedia, seperti 

yang diperoleh dari hukum positif dan dokumen-dokumen hukum seperti 

peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian asuransi dan 

leasing, serta literatur hukum terkait asuransi, termasuk undang-undang 

terkait (Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, 

Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-

Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Peraturan 

Pemerintah, Keputusan Presiden RI, Peraturan Menteri Keuangan, 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).17 

Data Tersier: data pendukung seperti ensiklopedia dan kamus 

hukum untuk memperjelas konsep dasar hukum asuransi dan hukum perdata 

terkait perjanjian kredit dan asuransi, sumber internet berupa situs resmi 

terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengakses peraturan 

 
16ِAntonِPriyoِNugroho,ِMetode Pengumpulan Data,ِ(Bandung:ِPenerbitِWidinaِBhaktiِ

Persada,ِ 2022):ِ hal.ِ 171,ِ

https://www.researchgate.net/publication/364383690_Metode_Pengumpulan_Data/citation/downlo

ad. 
17ِPriyoِNugroho,ِhal.169. 
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dan kebijakan terbaru dan data kepolisian (Korlantas Polri) untuk data 

kendaraan di wilayah Sumatera Selatan. 

 3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan 

membahas permasalahan yang terdiri dari: 

Studi Pustaka, Melakukan kajian dokumen terhadap peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang asuransi, perjanjian kredit, 

serta perjanjian leasing. Hal ini akan membantu memahami secara 

mendalam peraturan-peraturan yang berkaitan dengan klaim asuransi 

kendaraan bermotor. 

Studi Lapangan, mendapatkan informasi dengan cara bertanya 

langsung (wawancara) kepada Bapak Amal Setiawan selaku Area Loan 

Recovery Manager dan Bapak Achmad Sanrego selaku Recovery Officer 

PT Adira Finance yang terlibat langsung dalam kasus klaim asuransi 

kendaraan bermotor yang hilang ini.18 

4. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis 

data yang telah dikumpulkan secara tekstual, melalui pendekatan Undang-

Undang dan Studi Kasus. Menyusun kesimpulan dari hasil analisis hukum 

perdata mengenai klaim asuransi kendaraan bermotor yang hilang dengan 

status kredit. Mengidentifikasi apakah ada celah hukum yang memengaruhi 

 
18ِ Syahrialِ Syahrialِ andِHerdayati,ِ “Desain Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data 

Dalam Penelitian,”ِ Radenِ Fatahِ Stateِ Islamicِ University,ِ 2019,ِ 4–6,ِ

https://www.researchgate.net/publication/336304206_Desain_Penelitian_Dan_Teknik_Pengumpul

an_Data_Dalam_Penelitian/citation/download. 
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hak-hak nasabah atau penyedia layanan. Lalu dikonstruksikan secara 

kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.19 Spesifikasi penelitian 

yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif tentang 

Analisis Hukum Perdata Terhadap Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor 

yang Hilang dengan Status Kredit (Studi Kasus Leasing ADIRA Finance 

Cabang Kota Palembang). 

 

H. Sistematika Penulisan 

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 

(empat) Bab dengen sistematika sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan dan 

manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang 

relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  Tinjauan Pustaka 

Memaparkan tinjauan pustaka yang mengkaji mengenai tinjauan umum 

tentang tentang Hukum Perdata dan Perjanjian Asuransi di Indonesia, 

tentang Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor yang Hilang, tentang 

Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan Status Kredit, tentang 

Aspek Hukum Leasing, tentang Status Kredit. 

 

 
19ِ Hardiِ Warsono,ِ Retnoِ Sunuِ Astuti,ِ andِ Ardiyansyah,ِ Metode Pengolahan Data 

Kualitatif Menggunakan Atlas.Ti,ِ (Semarang:ِ ProgramِStudiِDoktorِAdministrasiِ Publikِ FISIP-

UNDIP,ِ2022):ِ ِ hal.ِ 119,ِ https://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/14588/1/BukuِMetodeِPengolahanِ

DataِAtlas.pdf. 
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BAB III Pembahasan 

Berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus, menguraikan 

permasalahan yang diteliti mengenai ketentuan hukum perdata yang 

mengatur perjanjian leasing kendaraan bermotor di leasing ADIRA Finance 

Palembang, dan prosedur klaim asuransi kendaraan bermotor yang hilang 

saat status kendaraan masih dalam kredit. 

BAB IV Penutup 

Pada Bab ini, penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang 

dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran. 
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